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KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN SALAMREJO
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG


RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KAL)
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SALAMREJO,

	Menimbang   
	:
	a. bahwa agar dalam pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan efektif, efisien, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas, baik dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk Tahun 2024; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024;


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonsia tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
17. Peraturan Kalurahan Salamrejo Nomor 21 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Kalurahan.

	
	
	



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SALAMREJO
Dan
LURAH SALAMREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	: 	PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KAL) TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I 
KETENTUAN UMUM
 Pasal 1 
Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:
1. Kalurahan adalah Kalurahan Salamrejo
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Salamrejo
5. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat. 
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APB-Kal, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.
7. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kalurahan. 
8. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbangkal adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh APB-Kal, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau APBD. 
10. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama BPK. 
11. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan. 
12. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan BPK dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kalurahan.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Kalurahan dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Lurah dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 
14. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kalurahan.
15. Pengkajian Keadaan Kalurahan adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Kalurahan.
16. Data Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi kalurahan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM-Kal, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 
18. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP-Kal, adalah penjabaran dari RPJM-Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Daftar Usulan RKP-Kal yang selanjutnya disingkat DU RKP adalah penjabaran RPJM-Kal yang menjadi bagian dari RKP-Kal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kalurahan untuk mencapai tujuan. 

BAB II 
RKP-Kal

Pasal 2

(1) RKP Kalurahan disusun dalam rangka pelaksanaan RPJM Kalurahan.
(2) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun untuk Tahun 2024
(3) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang dan kegiatan yang menjadi prioritas; 
(4) RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun melalui Musrenbangkal. 

Pasal 3

RKP-Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

RKP-Kal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan seluruh pemangku kepentingan di Kalurahan dalam menyusun kegiatan yang dituangkan dalam APB Kalurahan. 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 5 

(1) Lurah melakukan pengendalian pelaksanaan RKP-Kal.
(2) Lurah melakukan evaluasi pelaksanaan RKP-Kal. 
BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Salamrejo

	
	Ditetapkan di Salamrejo
pada tanggal 29 September 2023
LURAH SALAMREJO



DANI PRISTIAWAN


	
Diundangkan di Salamrejo
Pada Tanggal 29 September 2023
CARIK SALAMREJO




WULAN RAHMAWATI

	


BERITA KALURAHAN SALAMREJO TAHUN 2023 NOMOR 13
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PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON SENTOLO
KALURAHAN SALAMREJO

BERITA ACARA

KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SALAMREJO
DAN 
LURAH SALAMREJO

NOMOR:     /BPK/SLR/   /2023
NOMOR:     /PEM.SLR/   /2023

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SALAMREJO 
NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN SALAMREJO TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jumát tanggal dua puluh sembilan Bulan Sepetember tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Kalurahan Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo, dalam Musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan Salamrejo Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

MENYEPAKATI BERSAMA

Rancangan Peraturan Kalurahan Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Salamrejo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Kalurahan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Salamrejo Tahun Anggaran 2024.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Salamrejo Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

	KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN SALAMREJO




SUDIMAN
	LURAH SALAMREJO






DANI PRISTIAWAN


























































LAMPIRAN 
1. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MUSKAL
2. Pagu indikatif Kalurahan 
3. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan 
4. Rancangan RKP Kalurahan
5. Proposal teknis kegiatan
6. Gambar rencana prasarana
7. Rencana Anggaran dan Biaya
8. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9. Daftar usulan RKP Kalurahan 
10. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
11. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui MUSRENBANGKAL










SISTIMATIKA RKP KALURAHAN

BAB I	:	PENDAHULUAN 
A. 	Latar Belakang
B. 	Dasar Hukum
C. 	Tujuan dan Manfaat
D. 	Proses Penyusunan
E. 	Sistematika

BAB II	:	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN 
A. 	Visi – Misi Lurah 
B. 	Profil Kalurahan
C. 	Kebijakan Pendapatan Kalurahan
D. 	Kebijakan Belanja Kalurahan
E. 	Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

 BAB III	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 
A.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
B.	Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
C.	Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV	:	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
A.	Prioritas Program , Kegiatan  dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan 
1.	Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
2.	Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan 
B.	Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga 
C.	Rencana program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
D.	Pelaksana Kegiatan Kalurahan 

BAB V	:	PENUTUP

LAMPIRAN 
12. Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MUSKAL
13. Pagu indikatif Kalurahan 
14. Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan 
15. Rancangan RKP Kalurahan
16. Proposal teknis kegiatan
17. Gambar rencana prasarana
18. Rencana Anggaran dan Biaya
19. Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
20. Daftar usulan RKP Kalurahan 
21. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
22. Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui MUSRENBANGKAL
BAB I
PENDAHULUAN

A. 	Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKP Kalurahan, proses penyusunan RKP Kalurahan, kedudukan RKP Kalurahan tahun rencana dalam periode dokumen RPJM Kalurahan, keterkaitan antara dokumen RKP Kalurahan dengan dokumen RPJM Kalurahan serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBKalurahan

B. 	Dasar Hukum
Berisikan landasan/dasar hukum tentang RKP Kalurahan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri ataupun Peraturan Daerah. Tidak perlu semua peraturan perundangan dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKP Kalurahan

C. 	Tujuan dan Manfaat
Berisikan tujuan dan manfaat penyusunan RKP Kalurahan bagi kalurahan yang bersangkutan

D. 	Proses Penyusunan
Memberikan uraian ringkas proses penyusunan RKP Kalurahan, yang dimulai dari tahapan Musyawarah Kalurahan sampai dengan penyusunan rencana pembangunan Kalurahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan serta penetapan RKP Kalurahan

E. 	Sistematika
Adapun sistematika penyusunan dokumen RKP Kalurahan …. sebagai berikut :
BAB I	:	PENDAHULUAN 
A. 	Latar Belakang
B. 	Dasar Hukum
C. 	Tujuan dan Manfaat
D. 	Proses Penyusunan
E. 	Sistematika

BAB II	:	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN 
A. 	Visi – Misi Lurah 
B. 	Profil Kalurahan
C. 	Kebijakan Pendapatan Kalurahan
D. 	Kebijakan Belanja Kalurahan
E. 	Kebijakan Pembiayaan Kalurahan

BAB III	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH 
A.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
B.	Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
C.	Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV	:	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
A.	Prioritas Program , Kegiatan  dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan 
1.	Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
2.	Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan 
B.	Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga 
C.	Rencana program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
D.	Pelaksana Kegiatan Kalurahan 

BAB V	:	PENUTUP

LAMPIRAN















































BAB II
GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. 	Visi – Misi Lurah 
Berisikan Visi dan Misi Lurah yang tertuang dalam dokumen RPJM Kalurahan. Termasuk digambarkan bagaimana penjelasan masing-masing Visi dan Misi Lurah

B. 	Profil Kalurahan
Berisikan gambaran umum kondisi kalurahan, yang terdiri dari kondisi demografi, kondisi sosial serta kondisi ekonomi

C. 	Kebijakan Pendapatan Kalurahan
Berisikan kebijakan  pengelolaan pendapatan kalurahan (yang terkait jenis-jenis sumber pendapatan kalurahan, prakiraan realisasi pendapatan, strategi peningkatan pendapatan) beserta rincian pendapatan kalurahan pada tahun yang bersangkutan

D. 	Kebijakan Belanja Kalurahan
Berisikan kebijakan pengelolaan belanja kalurahan (yang terdiri dari prakiraan realisasi belanja, proporsi belanja untuk 4 bidang, kebijakan dalam realisasi belanja), beserta rincian belanja kalurahan yang bersangkutan

E. 	Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
Berisikan kebijakan pengelolaan pembiayaan (analisis prakiraan pembiayaan, kebijakan dalam realisasi pembiayaan), beserta rincian pembiayaan kalurahan yang bersangkutan





























BAB III
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A.	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Kalurahan Tahun sebelumnya.
Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan kalurahan, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKP Kalurahan tahun lalu  dan realisasi RPJM Kalurahan yang bersumber dari telaahan dari laporan pertanggung jawaban APBKalurahan menurut tahun-tahun yang berkenaan ataupun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan. 
Telaahan hasil evaluasi masing-masing bidang mencakup:
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan 
a) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan. 
b) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan 
c) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan 
d) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program atau kegiatan
e) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program (bagi Masyarakat/Pemerintahan) 
f) Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. 
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan 
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan 
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan
5.	Belanja Tidak Terduga

B.	Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan.
Berisikan permasalahan program pembangunan dalam RPJM Kalurahan yang muncul, ditinjau dari prioritas, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disampaikan pula faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan. Permasalahan kalurahan didasarkan pada hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan

C.	Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
Berisikan permasalahan ditinjau dari tataran pengambil kebijakan atau pelaksana kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan program sektoral yang masuk kalurahan. Disampaikan pula faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan tersebut serta langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan











BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A.	Prioritas Program , Kegiatan  dan Anggaran Kalurahan yang dikelola oleh Kalurahan 
1.	Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul
Berisikan program/kegiatan beserta anggaran kalurahan yang terkait kewenangan hak asal usul
2.	Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan 
Berisikan program/kegiatan beserta anggaran kalurahan yang terkait kewenangan lokal berskala kalurahan

B.	Prioritas Program , Kegiatan dan Anggaran Kalurahan yang dikelola melalui kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga 
Berisikan program/kegiatan beserta anggaran kalurahan yang terkait kerjasama antar-Kalurahan dan pihak ketiga

C.	Rencana program, kegiatan dan anggaran kalurahan yang dikelola kalurahan sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Berisikan program/kegiatan beserta anggaran kalurahan yang terkait kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten

D.	Pelaksana Kegiatan Kalurahan 
Berisikan  daftar calon Pelaksana Kegiatan Kalurahan beserta rincian tugasnya






























BAB V
PENUTUP

1.	Rumuskan butir-butir yang menjadi kunci pokok bagi terlaksananya seluruh kegiatan pembangunan kalurahan. 
2.	Buatlah penegasan peran-peran semua pemangku kepentingan untuk terlaksananya seluruh kegiatan pembangunan kalurahan

















































DAFTAR LAMPIRAN

1.	Berita acara penyusunan RKP Kalurahan melalui MUSKAL
2.	Pagu indikatif Kalurahan 
3.	Program dan kegiatan pembangunan yang masuk ke Kalurahan 
4.	Rancangan RKP Kalurahan
5.	Proposal teknis kegiatan
6.	Gambar rencana prasarana
7.	Rencana Anggaran dan Biaya
8.	Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB
9.	Daftar usulan RKP Kalurahan 
10.	Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan
11.	Berita acara rancangan RKP Kalurahan melalui MUSRENBANGKAL











































BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP KALURAHAN
MELALUI MUSYAWARAH KALURAHAN

Berkaitan dengan penyusunan RKP Kalurahan di Kalurahan  …… Kapanewon …… Kabupaten ………… Provinsi ...…………  pada :

Hari dan Tanggal	:	………………………………….
Jam	:	………………………………….
Tempat	:	………………………………….

telah diadakan acara musyawarah Kalurahan yang dihadiri oleh Lurah, unsur Pamong kalurahan, BPK, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A.	Materi 
Pencermatan RPJM Kalurahan
Kriteria dan pembentukan tim verifikasi
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. 	Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah	:	……………………..	dari ……………………..
Notulen	:	……………………..	dari ……………………..
Narasumber	:	1.	……………..		dari ……………..
				2.	……………..		dari ……………..
				3.	……………..		dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan dalam rangka  penyusunan RKP Kalurahan yaitu :
1.	………………………………………………………………………………………
2.	………………………………………………………………………………………
3.	………………………………………………………………………………………

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab  agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Lurah


(…………………………… )
	…………, tanggal …., …., ….
Ketua BPK

(…………………………… )

	Wakil Kelompok Masyarakat


(…………………………… )







PAGU INDIKATIF KALURAHAN

KALURAHAN	:	……………………………………………………………………
KAPANEWON	: 	……………………………………………………………………
KABUPATEN	:	……………………………………………………………………
PROVINSI	:	……………………………………………………………………

	No
	Indikatif Program/ Kegiatan Kalurahan
	Sumber Dana Indikatif

	
	
	Dana Kalurahan 
	Alokasi Dana Kalurahan
 
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 
	Bantuan keuangan 

	
	
	
	
	
	APBD Provinsi
	APBD Kab

	 
	Contoh
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Penyelenggaraan pemerintahan kalurahan
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Pembinaan Kemasyarakatan
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Pemberdayaan Masyarakat
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



	
	Kalurahan …………, tanggal …., …., ….
Ketua Tim Penyusun RPJM Kalurahan


(…………………………… )












DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH YANG MASUK KE KALURAHAN

KALURAHAN	:	……………………………………………………………………
KAPANEWON	: 	……………………………………………………………………
KABUPATEN	:	……………………………………………………………………
PROVINSI	:	……………………………………………………………………

	No
	Asal Program/ Kegiatan
	Nama Program/ Kegiatan
	Prakiraan Pagu Dana
(Rp.)
	Prakiraan Pelaksana

	 
	Contoh
	 
	 
	 

	1
	Dari Pemerintah
	Air Bersih
	800,000,000 
	PU Pusat

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Dari Pemerintah Daerah Provinsi
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Dari Pemerintah Daerah Kabupaten
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD Kabupaten/ Kota
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 



	
	Kalurahan …………, tanggal …., …., ….
Ketua Tim Penyusun RPJM Kalurahan


(…………………………… )

















RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP-KALURAHAN)
TAHUN ……………………..

KALURAHAN	:	………………………………………………………………………..
KAPANEWON	: 	………………………………………………………………………..
KABUPATEN	:	………………………………………………………………………..
PROVINSI	:	………………………………………………………………………..

	No
	Bidang/ Jenis Kegiatan
	Loka-si
	Volu-me
	Sasaran/ Manfaat
	Waktu Pelak-sanaan
	Biaya dan Sumber Pembiayaan
	Pola Pelaksanaan
	Rencana Pelaksana Kegiatan

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Bidang
	 
	Jenis Kegiatan
	
	
	
	
	Jlh (Rp)
	Sum-ber
	Swa-kelola
	Kerjasama Antar Kalurahan
	Kerjasama Pihak Ketiga
	

	a
	B
	c.
	D
	e
	f
	g
	h
	i
	j
	k
	l
	m
	n

	1
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
	a.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 1
	                                   - 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Pembangunan Kalurahan
	a.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Pembinaan Kemasyarakatan
	a.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 3
	                                   - 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Pemberdayaan Masyarakat
	a.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	JUMLAH TOTAL
	                                   - 
	 
	 
	 
	 
	 



	Mengetahui,
Lurah


(…………………………… )
	Kalurahan …………, tanggal …., …., ….
Ketua Tim Penyusun RPJM Kalurahan


(…………………………… )












RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

KALURAHAN	:	……………………………………………………………………
KAPANEWON	: 	………………………	No.RAB	:	……………………
KABUPATEN	:	………………………	Bidang	:	……………………
PROVINSI	:	………………………	Kegiatan	:	……………………

	URAIAN
	Volume
	Satuan
	Harga Satuan     Rp
	Jumlah Total
Rp
	Jumlah 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	A
	b
	c
	d
	e = b x d
	f

	1. BAHAN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 
	 
	 
	 
	 

	1….
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 Sub Total 1) 
	 Rp              - 
	 Rp              - 

	2. ALAT
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	 
	 
	 
	 
	 

	2. …
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 Sub Total 2) 
	 Rp              - 
	 Rp              - 

	3. UPAH
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	 
	 
	 
	 
	 

	3. …
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 Sub Total 3 ) 
	 Rp              - 
	 Rp              - 

	 
	 
	Total Biaya
	 
	 



Keterangan :
Kategori Biaya
I-a Pembelian bahan hasil tenaga manusia 
I-b Pembelian bahan hasil industri
II-a Pembelian alat tangan
II-b Pembelian / penyewaan alat mesin
III-a Pembayaran tenaga kerja untuk konstruksi
III-b Pembayaran tenaga untuk pengumpulan bahan

	Mengetahui,
Lurah


(…………………………… )
	Kalurahan …………, tanggal …., …., ….
Ketua Tim Penyusun RPJM Kalurahan


(…………………………… )



GAMBAR RENCANA PRASARANA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	GAMBAR RENCANA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	KABUPATEN

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	…………………………………..

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	KAPANEWON

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	…………………………………..

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	D E S A

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	…………………………………..

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	JENIS PRASARANA

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	…………………………………..

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	LOKASI

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	…………………………………..

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	JUDUL GAMBAR

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	…………………………………..

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Digambar Oleh

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Pelaksana Kegiatan 
(Kader Teknik)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Diperiksa dan Disetujui oleh :

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dinas/Instansi terkait dan/atau Tenaga Profesional 
(jika tersedia)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lembar…..Dari…..Lembar



Catatan : Gambar dapat dibuat secara manual                 
PEMERIKSAAN DOKUMEN GAMBAR RENCANA PRASARANA DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Kalurahan	: 	…...…………………	Lokasi	:	…...………………
Kapanewon	:	…...…………………	Bidang	:	…...………………
Kabupaten	: 	…...…………………	Kegiatan	:	…...………………
Provinsi	: 	…...…………………	Volume	:	…...………………

	Jenis Dokumen yang Diperiksa
	Ada Memenuhi Syarat
	Ada & Tidak Memenuhi Syarat
	Tidak Ada

	1
	Sketsa lokasi kegiatan
	 
	 
	 

	2
	Dokumen survey teknis
	 
	 
	 

	3
	Gambar kalurahanin
	 
	 
	 

	4
	Perhitungan volume
	 
	 
	 

	5
	Survey harga bahan dan alat
	 
	 
	 

	6
	Kesepakatan pembayaran upah kerja
	 
	 
	 

	7
	Perhitungan RAB
	 
	 
	 

	8
	Kajian sederhana  mengenai dampak lingkungan
	 
	 
	 

	9
	Pernyataan hibah lahan dari masyarakat
	 
	 
	 

	10
	Pernyataan kesanggupan tidak minta ganti rugi
	 
	 
	 

	11
	Kesanggupan swadaya dan gotong royong
	 
	 
	 

	12
	Rencana penggunaan alat berat
	 
	 
	 

	13
	Pernyataan kesiapan warga untuk mengerjakan
	 
	 
	 

	14
	Data pemanfaat
	 
	 
	 



Diperiksa Tanggal :
Hasil Pemeriksaan dinyatakan :        Layak   /   Tidak Layak

Tim Verifikasi :
1. 	Wakil Masyarakat	1. 	………………
2. 	Pendamping Profesional			2.	………………
3. 	Dinas Instansi Terkait	3.	………………
4. 	………………			4.	………………






DU RKP KALURAHAN
TAHUN …………………………

KALURAHAN	:	………………………………………………………………………..
KAPANEWON	: 	………………………………………………………………………..
KABUPATEN	:	………………………………………………………………………..
PROVINSI	:	………………………………………………………………………..

	No
	Bidang/ Jenis Kegiatan
	Lokasi
	Volume
	Sasaran/ Manfaat
	Prakiraan Waktu Pelaksanaan
	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan

	
	
	
	
	
	
	

	
	Bidang
	 
	Jenis Kegiatan
	
	
	
	
	Jumlah (Rp)

	1
	Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan
	a
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 1
	                     - 

	2
	Pembangunan Kalurahan
	a
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 2
	 

	3
	Pembinaan Kemasyarakatan
	a
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 3
	                     - 

	4
	Pemberdayaan Masyarakat
	a
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	b
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	c
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	d
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jumlah Per Bidang 4
	 

	 
	 

	JUMLAH TOTAL
	                     - 



	Mengetahui,
Lurah


(…………………………… )
	Kalurahan …………, tanggal …., …., ….
Ketua Tim Penyusun RPJM Kalurahan


(…………………………… )



BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RKP Kalurahan, di Kalurahan …………… Kapanewon ………….…… Kabupaten .……………... Provinsi ...…………… pada :

Hari dan Tanggal	:	………………………………….
Jam	:	………………………………….
Tempat	:	………………………………….

telah diselesaikan penyusunan Rancangan RKP Kalurahan oleh Tim Penyusun RKP Kalurahan sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kalurahan adalah sebagai berikut:
1.	…………………………………………………………………………………
2.	…………………………………………………………………………………
3.	…………………………………………………………………………………

Hasil kegiatan berupa Rancangan RKP Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakansebagaimana  mestinya.

	Mengetahui,
Lurah


(…………………………… )
	Kalurahan …………, tanggal …., …., ….
Ketua Tim Penyusun RPJM Kalurahan


(…………………………… )






























BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP KALURAHAN
MELALUI MUSRENBANGKAL

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RKP Kalurahan, di Kalurahan ………… Kabupaten …………………………… Provinsi …………………… pada :

Hari dan Tanggal	:	………………………………….
Jam	:	………………………………….
Tempat	:	………………………………….

telah diadakan MUSRENBANGKAL yang dihadiri oleh Lurah,   unsur Pamong kalurahan, BPK, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam MUSRENBANGKAL ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A.	Materi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. 	Pimpinan Musyawarah dan Narasumber
Pemimpin Musyawarah	:	……………	dari …………………
Notulen	:	….………..	dari …………………
Narasumber	:	1.	…..…..	dari ……………..
		2.	……....	dari ……………..
		3.	..…….. 	dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta MUSRENBANGKAL menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari MUSRENBANGKAL dalam rangka penyusunan rancangan RKP Kalurahan yaitu :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar   dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Ketua BPK


(…………………………… )
	Kalurahan …………, tanggal …., …., ….
Lurah

(…………………………… )

	
Wakil Masyarakat

(…………………………… )



	
	Kalurahan …………, tanggal …., …., ….
Lurah


(…………………………… )
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